
Layanan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
No. SK : 800/072.a/DISDIKBUD

Persyaratan

1. Semua sekolah negeri yang sudah memiliki NPSN dan terdata dalam sistem DAPODIK wajib menerima 

dana BOS

2. Semua sekolah swasta yang sudah memiliki NPSN dan terdata dalam sistem DAPODIK juga berhak 

menerima dana BOS

3. Semua sekolah negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali peserta didik

4. Sekolah swasta dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan untuk memenuhi kekurangan 

biaya investasi dan biaya operasional

5. Semua sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah

6. Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali peserta didik yang mampu 

untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah.

7. Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah, dan 

sumbangan yang diterima dari masyarakat /orang tua/wali peserta didik tersebut mengikuti prinsip 

nirlaba dan dikelola dengan prinsip dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas

8. Menteri dan Kepala daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh sekolah melanggar 

peraturan perundang-undangan
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1. Satuan pendidikan membawa RKAS dan RKA BOS sesuai data siswa di satuan pendidikan yang terdiri 

dari tiga belanja (Belanja pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal)

2. Satuan pendidikan harus memiliki rekening yang aktif

3. Staf Admin BOS memverifikasi RKA BOS dari satuan pendidikan sesuai dengan juknis BOS

4. Dana BOS Reguler pencairannya dilakukan oleh KEMENDIKBUD/BUD langsung ke rekening satuan 

pendidikan masing-masing dan BOS daerah dilakukan oleh RKUD

5. Satuan pendidikan membuat LPJ BOS sesuai dana yang diterima dan satuan pendidikan 

membelanjakan sesuai dengan RKA BOS

6. Satuan pendidikan melakukan rekonsiliasi belanja dan BOS bersama dengan Tim BOS kabupaten dan 

Tim Aset kabupaten

Waktu Penyelesaian

90 Hari kerja

Waktu penyelesaian pelaksanaan SPJ Bantuan Operasional Sekolah maksimal 90 hari kerja maka akan 

disalurkan BOS triwulan/cawu selanjutnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
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